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ABSTRAK

AKBAR KURNIAWAN (B011201103). Analisis Hukum Pemenuhan
Legal Standing Sebagai Syarat Pengujian Konstitusionalitas
Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-
XX1/2023). Dibimbing oleh Faisal Abdullah sebagai Pembimbing Utama
dan Fajlurrahman sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan syarat legal
standing pada pengujian undang-undang dan untuk menganalisis
pemenuhan legal standing pemohon pada putusan MK Nomor 90/PUU-
XX1/2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer
dan sekunder, serta akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan syarat legal standing
pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
terdapat dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.
Pemohon dapat dikatakan memiliki legal standing apabila memenuhi
kualifikasi sebagai pemohon dan terdapat kerugian konstitusional yang
diakibatkan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu. (2) Pada
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya Mahkamah menyatakan
permohonan tidak dapat diterima sebab pemohon tidak memenuhi syarat
legal standing yang telah diatur dalam Pasal 51 UU MK dan Pasal 4 ayat
(2) PMK 2/2021. Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk
mengajukan pengujian norma yang dimaksud. Seharusnya MK
mempertimbangkan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 tidak memiliki
hubungan langsung atau kepentingan pribadi dengan pemohon, sehingga
putusan MK seharusnya menyatakan tidak ada kerugian dan permohonan
pengujian tidak dapat dilanjutkan karena salah satu syarat formal tidak
terpenuhi  dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk
mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a
quo “menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”

Kata Kunci: Legal Standing; Pengujian Undang-Undang; Putusan
Mahkamah Konstitusi
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ABSTRACT

AKBAR KURNIAWAN (B011201103). Legal Analysis of Fulfillment of
Legal Standing as A Requirement for Testing the Constitutionality of
Law Review (Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-
XX1/2023. Supervised by Faisal Abdullah and Fajlurrahnman.

This research aims to analyze the regulation of legal standing requirements
in legal testing and to analyze the fulfillment of the applicant's legal standing
in the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023.

This research uses normative legal research methods with a statute
approach, conceptual approach, and case approach. The types and
sources of legal materials used are primary and secondary legal materials,
and will be analyzed descriptively and prescriptively.

The results in this study are (1) The regulation of the applicant's legal
standing requirements in legal examination at the Constitutional Court is
contained in Article 51 of the Constitutional Court Law and Article 4
paragraph (2) PMK 2/2021. An applicant can be said to have legal standing
if he meets the qualifications as an applicant and there is a constitutional
loss caused by the enactment of a law or perppu. (2) In Constitutional Court
Decision Number 90/PUU-XXI1/2023, the Court should declare the
application inadmissible because the applicant does not meet the legal
standing requirements stipulated in Article 51 of the Constitutional Court
Law and Article 4 paragraph (2) PMK 2/2021. The applicant does not have
sufficient legal basis to submit a review of the norm in question. The
Constitutional Court should consider that Article 169 letter (q) of Law 7/2017
has no direct relationship or personal interest with the applicant, so the
Constitutional Court's decision should state that there is no loss and the
petition for review cannot be continued because one of the formal
requirements is not fulfilled and therefore there is no its relevance in
considering the subject matter of the petition, so that in the a quo decision
"declares the Petitioner's petition cannot be accepted.”

Keywords: Constitutional Court Decision; Judicial Review; Legal Standing
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara yang baik adalah negara yang berdasar pada konstitusi
dan berdaulat atas hukum.! Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) secara eksplisit menegaskan
bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.? Pada ayat sebelumnya,
yakni Pasal 1 ayat (2) juga mendudukkan bahwa “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.2 Hal ini
menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Konsepsi
demikian sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki
dasar dalam menjalankan negara.

Konstitusi merupakan norma hukum yang memiliki tingkat keabsahan
tertinggi dan bersifat mendasar karena berfungsi sebagai dasar legitimasi
atau otoritas bagi berbagai bentuk hukum atau perundang-undangan
lainnya. Terdapat tiga elemen pokok dalam pemerintahan yang tunduk
pada konstitusi. Pertama, pelaksanaan pemerintahan bertujuan untuk
kepentingan umum. Kedua, pelaksanaan pemerintahan harus sesuai

dengan hukum yang didasarkan pada norma-norma umum, bukan hukum

dwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, him. 2.
1sal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
1sal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.
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yang diciptakan secara sewenang-wenang yang mengabaikan konvensi
dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan yang tunduk pada konstitusi berarti
pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat, bukan
melalui tekanan yang diterapkan oleh pemerintahan yang bersifat despotik.*

Konsepsi negara hukum menghendaki suatu negara untuk menjamin
hak konstitusional warganya. Hak itu kemudian dituangkan dalam aturan
tertinggi pada suatu negara atau dalam hal ini konstitusi. Di Indonesia
sendiri, terdapat UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 memberikan jaminan
perlindungan terhadap hak warga negara dan hak setiap orang.® Hal ini
kemudian membawa konsekuensi agar terbentuknya lembaga yang
mengakomodir hal tersebut.

Setelah diadakannya amandemen UUD, kewenangan pengujian
norma dipusatkan pada dua kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA melaksanakan
kewenangan penguijian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, sedangkan MK memiliki kewenangan
dalam pengujian undang-undang terhadap UUD. Pengujian norma yang
dijalankan oleh MK adalah wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas
undang-undang (constitutionality of law). Dimana sejalan dengan hal
tersebut diperlukan mekanisme yang dapat menegakkan dan memberikan

jaminan hak konstitusional bagi warga negara.

dwan HR, Loc.Cit.
chmad Edi Subiyanto, 2020, Pengujian Undang-Undang, Depok: PT. Raja
>ersada, him. 12.
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Secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, MK
memiliki empat (4) kewenangan dan satu (1) kewajiban.

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguiji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”®
Salah satu kewenangan MK ialah menguji undang-undang (judicial review)
terhadap UUD NRI 1945. Judicial review merupakan suatu mekanisme
perlindungan bagi warga negara atas hak konstitusional yang dirugikan
akibat diberlakukannya suatu undang-undang. Selain itu, judicial review
hadir untuk menjamin agar nilai-nilai yang ada pada UUD NRI 1945 saling
berkesesuaian atau tidak bertentangan satu sama lain dengan undang-
undang. Kewenangan konstitusional MK dalam melakukan pengujian
undang-undang merupakan hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas
suatu norma yang dilaksanakan dengan memeriksa, mengadili dan
memutus suatu perkara.’

Sepanjang didirikan sejak tahun 2004, MK telah melakukan
persidangan dan memutus perkara pengujian undang-undang yang

jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan perkara yang menjadi

kewenangan MK lainnya, yakni memutus sengketa kewenangan lembaga

1at Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

lohammad Mahrus Ali, 2015, Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam
Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi,

2 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 2.
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negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan
hasil pemilihan umum. Banyaknya perkara judicial review memberikan
indikasi bahwa undang-undang sebagai produk hukum yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden meniscayakan untuk
dilakukan pengujian jika terjadi pertentangan norma dengan UUD NRI
1945.

Pada konteks permohonan pengujian konstitusionalitas undang-
undang, terdapat syarat-syarat kepada warga negara yang merasa haknya
dilanggar. Syarat-syarat tersebut berupa pemenuhan kedudukan hukum
(legal standing) dalam mengajukan permohonan. Terdapat dua syarat yang
harus dipenuhi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK) dalam menentukan apakah Pemohon memiliki legal
standing dalam perkara pengujian undang-undang. Pertama, terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon. Adapun kualifikasi pemohon
telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

undang;
badan hukum publik atau privat; atau
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d. lembaga negara.”®
Kedua, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon
yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Hal ini diatur
dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Pasal
4 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;

c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual yang setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.”™

Rumusan syarat kerugian konstitusional tersebut bersifat kumulatif.
Hal ini terlihat dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang menjelaskan

bahwa . kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat
yang bersifat kumulatif yaitu...”*® Frasa “yang bersifat kumulatif’

menunjukkan bahwa dalam menilai kelima syarat kerugian konstitusional

1at Pasal 51 ayat (1) UU MK.
1at Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021.
ihat Pertimbangan 3.8 Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.
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harus dipenuhi para pihak secara utuh dan menyeluruh. Ini merupakan
putusan yang melengkapi Putusan 006/PUU-111/2005. Dapat disimpulkan
bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa di antara syarat
tersebut berarti bahwa pemohon dinilai tidak berhak mengajukan perkara
sebab tidak memiliki legal standing.

Syarat legal standing dalam permohonan adalah hal yang bersifat
esensial. Ketika syarat yang telah ditentukan sebagaimana diuraikan
sebelumnya tidak terpenuhi, maka berkonsekuensi pada amar putusan. Hal
ini sejalan dengan norma pada Pasal 56 ayat (1) UU MK yang menjelaskan
bahwa:

‘Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon

dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan
permohonan tidak dapat diterima.”*

Dalam praktiknya, MK sendiri sebagai lembaga penguji undang-
undang terkadang belum konsisten dalam penerapan syarat legal standing
pemohon dalam pengujian undang-undang. Ini kemudian menjadi penting
sebab legal standing menjadi hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum pemeriksaan pokok permohonan. Berkaitan dengan itu, pada
putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90/2023) terkait pengujian
konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) memberikan satu isu hukum menarik

lengan legal standing pemohon. Pemohon yang merupakan

1sal 56 ayat (1) UU MK.
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seorang mahasiswa hanya menjelaskan bahwa pemohon sebagai
perorangan warga negara Republik Indonesia. Namun, pemohon tidak
menjabarkan secara jelas keterkaitan antara pengujian pasal tersebut
dengan kerugian aktual, potensial, dan spesifik yang melekat padanya.
Oleh karena itu, seharusnya permohonan dengan nomor perkara 90/PUU-
XX1/2023 dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini pun disampaikan oleh
Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam dissenting opinion pada Putusan
90/2023. Suhartoyo menjelaskan bahwa:

“...tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang

dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang

dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September

2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat

adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh

karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan
kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan

oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a

guo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para

Pemohon tidak dapat diterima.?

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, Penulis ingin
mengkaji terkait pemenuhan syarat legal standing pada pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi terkhusus pada putusan MK Nomor
90/PUU-XXI1/2023 sehingga skripsi Penulis berjudul “Analisis Hukum
Pemenuhan Legal Standing Sebagai Syarat Pengujian

Konstitusionalitas Undang-Undang (Studi Putusan MK Nomor

XXI1/2023)”.

ihat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI1/2023
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B. Rumusan Masalah
Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan
masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan syarat legal standing pemohon dalam
pengujian undang-undang?
2. Bagaimana pemenuhan indikator syarat legal standing pemohon

pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian
Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam
skripsi ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaturan syarat legal standing pemohon
dalam pengujian undang-undang.
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat legal standing pemohon

pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

D. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari skripsi ini, maka
kegunaan dari penelitian ini setidaknya akan meliputi:
1. Secara teoritis, melalui penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya
dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan pengujian

di MK mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang.
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2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan

konstruktif dan dalam rangka pembinaan hukum nasional serta

menjadi pengetahuan berkenaan dengan legal standing pemohon

dalam pengujian undang-undang.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Nama Penulis

: Wita Rohana Pandiangan

Judul Tulisan

. Legal Standing Anggota DPR dalam Pengujian
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Studi

Terhadap Beberapa Putusan  Mahkamah
Konstitusi)

Kategori : Skripsi

Tahun : 2018

Perguruan Tinggi

: Universitas Sumatera Utara

3.Bagaimana pendapat

Mahkamah dalam
putusan-putusan nya
terkait legal standing

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian

Isu dan | 1.Bagaimana 1.Bagaimana

Permasalahan pengaturan tentang | Pengaturan  Syarat
legal standing | Legal Standing
pemohon dalam | Pemohon dalam
hukum acara | Pengujian Undang-
pengujian undang- | Undang?
undang? 2.Bagaimana Indikator

2.Bagaimanakah Pemenuhan Syarat

kedudukan hukum | Legal Standing
(Legal Standing) | Pemohon Pada
Anggota DPR-RI Putusan MK Nomor
sebagai pemohon | 90/PUU-XXI/2023?
dalam perkara
pengujian undang-
undang?
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Anggota DPR-RI
sebagai pemohon
perkara pengujian
undang-undang?

Metode Penelitian

Penelitian Normatif

Penelitian Normatif

Hasil dan
Pembahasan

1. Pihak yang dapat
menganggap hak
dan/atau kewenangan
konstitusionalnya
dirugikan oleh
berlakunya  undang-
undang adalah pihak
yang dapat bertindak
sebagai pemohon
dalam PUU sesuai
dengan yang ada pada
Pasal 51 UU MK.

2.Anggota DPR juga
dapat melakukan PUU
dengan status sebagai
perseorangan warga
negara Indonesi
dengan ketentuan
hanya dalam hal-hal
yang bersifat khusus.

3.Anggota DPR yang
mengajukan PUU di
MK, menurut MK akan
dipertimbangkan
secara terpisah
terlebih dahulu atas
kedudukan hukumnya
sesuai dengan
kerugian konstitusional
yang dialami.

(1) Pengaturan syarat

legal standing
pemohon dalam
pengujian undang-
undang di Mahkamah
Konstitusi terdapat

dalam Pasal 51 UU MK
dan Pasal 4 ayat (2)
PMK 2/2021. Pemohon

dapat dikatakan
memiliki legal standing
apabila memenuhi
kualifikasi sebagai

pemohon dan terdapat
kerugian konstitusional
yang diakibatkan oleh
berlakunya suatu
undang-undang atau
perppu.

(2) Pada Putusan MK
Nomor 90/PUU-
XXI1/2023 seharusnya
Mahkamah

menyatakan

permohonan tidak
dapat diterima sebab
pemohon tidak

memenuhi syarat legal
standing yang telah
diatur dalam Pasal 51
UU MK dan Pasal 4
ayat (2) PMK 2/2021.
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Nama Penulis

: Dian Agung Wicaksono dan Andy Omara

Judul Tulisan

Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh
Mahkamah Konstitusi

Kategori . Artikel

Tahun : 2020

Perguruan Tinggi

. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian
Isu dan (1. Apa ratio legis dari (1. Bagaimana
Permasalahan pengaturan kualifikasi | Pengaturan Syarat
aktor sebagai | Legal Standing
Pemohon pada | Pemohon dalam
pengujian UU? Pengujian Undang-
2. Apa ratio legis dari| Undang?
Mahkamah Konstitusi 2. Bagaimana
dalam  merumuskan | Indikator
syarat kerugian | Pemenuhan Syarat
konstitusional Legal Standing
Pemohon pada | Pemohon Pada

pengujian UU?

Putusan MK Nomor
90/PUU-XX1/2023?

Metode Penelitian

Penelitian Normatif

Penelitian Normatif
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Hasil
Pembahasan

dan

1. Berdasarkan

.Berdasar

penelitian ini kualifikasi
aktor yang bertindak
sebagai pemohon
merupakanrumusan

yang dikembangkan
dari PerMA 2/2002.

pada
penelitian ini, ratio
legis dari MK dalam
merumuskan  syarat
kerugian konstitusional

didasarkan pada
beberapa hal: (a)
ketentuan Pasal 51

Ayat (1) UU MK secara
expressis verbis; (b)

(1) Pengaturan syarat
legal standing pemohon

dalam pengujian
undang-undang di
Mahkamah Konstitusi

terdapat dalam Pasal
51 UU MK dan Pasal 4
ayat (2) PMK 2/2021.

Pemohon dapat
dikatakan memiliki legal
standing apabila
memenuhi  kualifikasi
sebagai pemohon dan
terdapat kerugian
konstitusional yang
diakibatkan oleh
berlakunya suatu
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doktrin the objective
theory of constitutional
invalidity dan doktrin a
broad approach to
standing; serta (c)
doktrin causation dan
doktrin  redressability
dari praktik peradilan di
Amerika Serikat.

undang-undang  atau

perppu.
(2) Pada Putusan MK
Nomor 90/PUU-
XXI/2023 seharusnya
Mahkamah menyatakan
permohonan tidak
dapat diterima sebab
pemohon tidak
memenuhi syarat legal
standing yang telah
diatur dalam Pasal 51
UU MK dan Pasal 4 ayat
(2) PMK 2/2021.

Nama Penulis

: Ahmad Mudatsir dan Samsuri

Judul Tulisan

: Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam
Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan

Metode IRAC
Kategori - Artikel
Tahun : 2023

Perguruan Tinggi

: Sekolah Tinggi llmu Syari’ah As-Salafiyah
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Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian

Isu dan | Apa saja kerancuan- | 1. Bagaimana

Permasalahan kerancuan berpikir Pengaturan Syarat
yuridis dalam putusan Legal Standing
Mahkamah  Konstitusi Pemohon dalam
(MK) Nomor 90/PUU- Pengujian

XX1/2023 yang
nuansa politik?

sarat

Undang-Undang?
2. Bagaimana

Indikator
Pemenuhan
Syarat Legal
Standing

Pemohon Pada
Putusan MK
Nomor  90/PUU-
XX1/2023?

12




Metode Penelitian

Penelitian Normatif

Penelitian Normatif

Hasil dan
Pembahasan

1. Tidak ditemukannya
constitutional injury
dengan berlakunya
undang-undang yang
diuji sehingga
seharusnya pemohon
tidak memiliki legal
standing

2. Terdapat
ketidaksesuaian
antara amar putusan

MK dalam
menghitung  hakim
yang melakukan

dissenting opinion.

3. Adanya indikasi tidak
diperhatikannya
norma dalam Pasal

17 Ayat (5 UU
Nomor 48 Tahun
2009 tentang
Kekuasaan
Kehakiman.

(1) Pengaturan syarat
legal standing
pemohon dalam
pengujian  undang-
undang di Mahkamah
Konstitusi  terdapat
dalam Pasal 51 UU
MK dan Pasal 4 ayat
(2) PMK 2/2021.
Pemohon dapat
dikatakan memiliki
legal standing apabila
memenuhi kualifikasi
sebagai pemohon
dan terdapat kerugian
konstitusional  yang
diakibatkan oleh
berlakunya suatu
undang-undang atau
perppu.

(2) Pada Putusan MK
Nomor 90/PUU-
XXI1/2023 seharusnya
Mahkamah
menyatakan
permohonan tidak
dapat diterima sebab
pemohon tidak
memenuhi syarat
legal standing yang
telah diatur dalam
Pasal 51 UU MK dan
Pasal 4 ayat (2) PMK
2/2021.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Menurut K. C Wheare kata “konstitusi” biasanya digunakan
paling tidak dalam dua pengertian. Pertama, konstitusi digunakan
untuk memberikan gambaran terkait seluruh sistem ketatanegaraan
suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan
mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Di mana peraturan-
peraturan yang dimaksud sebagian bersifat legal, yang berarti bahwa
pengadilan hukum mengakui dan menetapkan peraturan-peraturan
tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra legal, yang
berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi, yang tidak
diakui oleh pengadilan sebagai hukum namun tidak kalah efektifnya
dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang
secara baku disebut hukum.*3

Pengertian kedua menurut K. C. Wheare, di hampir semua
negara, kecuali Inggris, menggunakan istilah 'konstitusi' dalam arti
yang lebih terbatas. Istilah ini tidak mengacu pada seluruh rangkaian

~~-aturan, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, melainkan

(. C Wheare, 2015, Konstitusi-Konstitusi Modern, Cetakan ke V, (teriemahan
thaqgie), Bandung: Penerbit Nusa Media, him. 1.
Optimized using
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pada kumpulan peraturan yang umumnya disusun dalam satu
dokumen atau beberapa dokumen yang saling terkait. Bagi sebagian
besar negara di dunia, konstitusi merupakan hasil seleksi dari
berbagai peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara dan
telah dirangkum dalam satu dokumen.#

Pada dasarnya, konstitusi adalah hukum dasar yang paling tinggi
dan menjadi landasan bagi berlakunya peraturan perundang-
undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah. Suatu norma
dianggap absah jika dan hanya jika diciptakan sesuai dengan
prosedur tertentu yang ditetapkan oleh norma lain. Dengan demikian,
norma yang mengatur proses penciptaan norma baru memiliki
kedudukan lebih tinggi, sementara norma yang baru diciptakan
memiliki kedudukan lebih rendah.*®

Konstitusi memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum dasar
suatu negara. Hukum dasar tersebut dapat berwujud dalam bentuk
tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi berperan sebagai norma
dasar yang mengatur secara umum mengenai kekuasaan negara,
bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Konstitusi juga merinci
mengenai lembaga-lembaga negara, serta mekanisme pembagian

kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, konstitusi

)id., him. 2.
lans Kelsen, 2019, Teori Hukum Murni, Bandung: Nusa Media, him. 244.
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mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban warga negara,
serta hak asasi manusia.®

Sir lvor Jenning dalam bukunya yang berjudul “The Law and
Constitution” (1979) menegaskan bahwa suatu dokumen dapat
dinamakan atau dikatakan konstitusi bila memenuhi dua syarat,
yaitu:!” “a. adanya wewenang dan tata cara bekerjanya lembaga
kenegaraan; dan b. adanya ketentuan pengakuan dan perlindungan
terhadap HAM.” Kedua hal tersebut menjadi telah banyak terdapat
dalam praktik, yakni konstitusi di beberapa negara. Terlebih pada
pengakuan dan perlindungan hak telah menjadi hal yang esensial
pada setiap konstitusi dari suatu negara.

Konstitusi berfungsi sebagai legitimasi bagi prinsip kedaulatan
rakyat, yang kemudian disatukan dalam sebuah naskah. Naskah ini
dapat dianggap sebagai kontrak sosial yang secara prinsip memiliki
kekuatan mengikat bagi setiap warga negara yang mengakui prinsip
kedaulatan rakyat. Dalam pemahaman kontekstual menurut
Djokosoetono, konstitusi memiliki makna sebagai berikut:*®

“1. Konstitusi dalam makna materil (constitutie in materiele zin),

berpaut dengan gekwalificeerde naar de inhoud, yaitu
dititikberatkan pada isi konstitusi yang memuat dasar
(grondslagen) dari  struktur  (inrichting) dan fungsi
(administratie) negara.

2. Konstitusi dalam makna formal (constitutie in formele zin),
berpaut dengan gekwalificeerde naar de maker, yaitu

ajlurrahman Jurdi, 2019, Op.Cit., 111.

Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, dan Sudarsono, 2015, Teori Konstitusi dan
egara Hukum, Malang: Setara Press, him. 11.

A. Laica Marzuki, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi,
Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 3.
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dititikberatkan pada cara dan prosedur tertentu dari
pembuatannya.

3. Konstitusi dalam makna UUD (grondwet) selaku pembuktian
(constitutie als bewijsbaar), agar menciptakan stabilitas (voor
stabiliteit) perlu dinaskahkan dalam wujud UUD atau
Grondwet.sebagai bukti yang dapat diuji untuk menjamin
stabilitas.”

Negara dan konstitusi memiliki korelasi. Hal ini berkonsekuensi
selalu adanya konstitusi dalam setiap negara. Bangsa Indonesia
mempersiapkan undang-undang dasar dengan pembentukan Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Meskipun BPUPKI merupakan bentukan dari bangsa
Jepang, namun merupakan awal dari persiapan menuju kemerdekaan
bangsa Indonesia. Hal ini dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI dari
tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan dari
tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945.1° UUD NRI 1945
merupakan konstitusi negara yang telah ditetapkan oleh PPKI pada

tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ada untuk mewujudkan tujuan

tertinggi yang ingin dicapai dalam berdirinya sebuah negara.?°

2. Nilai Konstitusi
Secara garis besar, pemahaman umum tentang konstitusi

menunjukkan bahwa setiap konstitusi memiliki nilai dan sifat inheren

ri Soemantri M, 1996, Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan, Jurnal
olume 3 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, him.

‘wansyah, 2020, Refleksi Hukum Indonesia, Yogyakarta: Mirra Buana Media,
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yang muncul sebagai hasil penilaian terhadap implementasi norma-
norma dalam praktik nyata.?! Berkaitan dengan sifat konstitusi, terbagi
atas sifatnya yang lentur (fleksibel) atau kaku (rigid), tertulis atau tidak
tertulis, dan sifat-sifatnya yang formal atau materiil.??

Sifatnya yang lentur (fleksibel) atau kaku (rigid) merujuk pada
sejauh mana suatu konstitusi dapat diubah. Konstitusi yang lentur
dapat dimodifikasi dengan relatif mudah oleh proses legislatif biasa,
sementara konstitusi yang kaku memerlukan prosedur yang lebih
rumit atau seringkali amandemen khusus. Sementara itu dalam sifat
tertulis atau tidak tertulis, merujuk pada apakah konstitusi tersebut
tertulis dalam satu dokumen formal atau terdiri dari sumber-sumber
hukum yang tersebar. Konstitusi tertulis umumnya lebih terstruktur
dan dapat diakses dengan jelas, sementara konstitusi tidak tertulis
mengacu pada norma-norma yang terwujud dalam praktek dan tradisi.

Pada sifatnya yang formal berkaitan dengan struktur dan teks
resmi, sedangkan sifat materiil lebih menekankan pada substansi atau
isi konstitusi dan bagaimana norma-norma  tersebut
diimplementasikan dalam praktek. Pemahaman tentang sifat-sifat
konstitusi ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan
memahami bagaimana konstitusi beroperasi dalam suatu sistem

hukum dan pemerintahan.

)id., him. 137.
imly Asshidiqqgie, 2016, Pengantar lImu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali
110.
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Karl Loewenstein menyebutkan bahwa dalam setiap konstitusi
selalu memuat dua aspek, yakni sifat idealnya sebagai teori dan sifat
nyatanya sebagai praktek. Artinya, sebagai hukum tertinggi, konstitusi
selalu memiliki nilai yang bersifat ideal sebagai cita-cita, yang tidak
selalu sama dengan prakteknya di lapangan.?® Karl Loewenstein
memberikan tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, yakni:?*

a. Nilai Normatif

Konstitusi diterima oleh masyarakat dalam arti hukum dan
juga penerimaannya bersifat sesuatu yang nyata yang
diperlukan dan efektif. Dapat dimaknai bahwa konstitusi itu
dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal

Konstitusi dalam arti menurut hukum memang berlaku, tetapi
kenyataannya tidak sempurna. Keberlakuan konstitusi tidak
dapat dimaknai bahwa suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari
konstitusi yang dipraktekkan. Akan tetapi, pemaknaan yang
dimaksud adalah konstitusi tersebut berlaku secara hukum,
namun keberlakuannya tidak sempurna sebab terdapat pasal-

pasal tertentu yang dalam prakteknya tidak berlaku.

omi Librayanto, 2022, Iimu Negara, Telaah Kepingan Sistematika G. Jellinek,
a: Mirra Buana Media, him. 231.
Aoh. Kusnardi dan Harmaily lbrahim, 2010, Pengantar Hukum Tata Negara
, Jakarta: Sinar Bakti, him. 72-74.
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c. Nilai Semantik

Konstitusi dalam kenyataannya hanya sekadar untuk alat
yang dipergunakan untuk kekuasaan politik meskipun secara
hukum tetap berlaku. Pemaknaannya sekadar istilah, sedangkan
dalam prakteknya selalu dihubungkan dengan kepentingan
penguasa. Artinya, norma-norma yang terkandung dalam
muatannnya hanya berharga di atas kertas dan berlaku hanya

sebagai semboyan atau alat pembenaran saja.?®

3. Klasifikasi Konstitusi
C.F. Strong membuat dasar klasifikasi konstitusi yang disebut
sebagai Klasifikasi konstitusi modern. Klasifikasi konstitusi modern
didasarkan pada 5 (lima) bentuk komponen yang kemudian terbagi
lagi masing-masing menjadi 2 (dua) tipe konstitusi yang dikotomis,
yaitu:26
a. The nature of the state to which the constitution applies
(bentuk negara di mana konstitusi diterapkan), yakni dua tipe:
1. Konstitusi negara kesatuan
2. Konstitusi negara serikat
b. The nature of the constitution itself (bentuk konstitusi itu

sendiri, yakni:

wansyah, Loc.Cit.
Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, dan Sudarsono, Op.Cit., him 18-20.
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1. Fleksibel
2. Rigid

c. The nature of the Legislature (sifat bidang legislatif), yakni:
1. Konstitusi monokameral
2. Konstitusi bikameral

d. The nature of Executive (sifat lembaga eksekutif), yakni:
1. Konstitusi parlementer
2. Konstitusi presidensial atau non parlementer

e. The nature of the Judiciary (sifat lembaga yudisial)
1. Konstitusi Rule of Law (negara hukum)
2. Konstitusi Administrative Law atau Prerogative States

(hukum administrasi atau negara prerogative).
Sementara itu, K. C. Wheare membagi macam-macam konstitusi
menjadi:?’

“l. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis (written
constitution and no written constitution)

2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku (flexible constitution
and rigid constitution)

3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi
(supreme constitution and not supreme constitution)

4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution
and unitary constitution)

5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan Konstitusi

sistem pemerintahan parlementer (presidential executive
constitution and parliamentary executive constitution).”

'omi Librayanto, Op.Cit., him. 233.
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4.  Materi Muatan Konstitusi

Muatan konstitusi menurut C. F. Strong dalam negara yang
mengakui hukum dan negara yang terorganisir secara jelas, yakni:?®

“l.Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang

permanen;

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan;

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut Sri Soemantri, ketentuan hukum harus berupa
dan mengandung tiga hal utama, yakni:2°

“1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang

bersifat fundamental;

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

yang juga fundamental.”

Menurut Hans Kelsen, konstitusi formal dan konstitusi material
mengandung unsur yang sangat berbeda. Hans kelsen menguraikan
isi konstitusi, yakni:3°

a. Pembukaan

Satu bagian tradisional yang disebut “konstitusi” adalah
sebuah pengantar khidmat (pembukaan) yang menyatakan ide-

ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak disertakan dalam

muatan konstitusi. Pembukaan tidak menetapkan suatu norma

sobirin Malian, 2010, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru pengganti UUD 1945,
a: Ull Press, him. 41-42, Lihat juga Romi Librayanto, Op.Cit., him. 228.

)id., him. 229.

lans Kelsen, 2014, Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Negara, (terjemahan
ttagien), Bandung: Nusa Media. him. 367.
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bagi perbuatan manusia yang dengannya kurang mempunyai
relevansi dengan karakter hukum. 3!
b. Ketentuan tentang isi undang-undang yang akan datang
Konstitusi berisi aturan-aturan khusus, tidak hanya terkait
dengan struktur dan prosedur pembuatan hukum di masa depan,
tetapi juga mencakup substansi dari hukum-hukum tersebut.
Ketentuan yang dimaksud dapat bersifat positif atau negatif.3?
Ketentuan negatif dapat dilihat pada amandemen pertama dari
Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan:
“Kongres tidak boleh membuat hukum mengenai suatu
penetapan agama, atau Yyang melarang kebebasan
menjalankan agama, atau yang membatasi kebebasan
berbicara atau kebebasan pers; atau hak rakyat secara
damai untuk berkumpul dan mengajukan usul kepada
pemerintah untuk ganti rugi atas keluhan-keluhan.”
Sementara itu, Konstitusi dapat menetapkan prinsip bahwa
hukum harus memiliki isi positif dengan menegaskan bahwa jika
suatu masalah diatur oleh hukum, maka regulasi terkait harus
dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Ini
bisa mencakup memberikan kewenangan kepada lembaga
legislatif untuk mengaturnya atau tidak, atau menetapkan bahwa

organ legislatif harus mengatur masalah-masalah tertentu sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi.?

id.
id.
id.,

, him. 368.
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c. Ketentuan tentang fungsi administratif dan yudikatif

Norma-norma konstitusi tidak terbatas pada peraturan-
peraturan yang hanya berlaku untuk organ legislatif semata.
Ketentuan-ketentuan konstitusi juga dapat mencakup petunjuk
langsung bagi organ administratif dan yudikatif, terutama
pengadilan. Ketentuan ini bukanlah bagian dari konstitusi dalam
konteks materi, melainkan merupakan bagian dari hukum
perdata, pidana, administratif, atau hukum acara. Mereka
merupakan norma-norma umum Yyang termanifestasi dalam
bentuk konstitusi dan secara langsung mengatur tindakan-
tindakan dari organ-organ administratif dan yudikatif.®*
d. Hukum yang tidak berdasarkan konstitusi

Penetapan isi perundang-undangan melalui konstitusi
memiliki makna yang signifikan, terutama ketika perubahan pada
konstitusi dilakukan melalui prosedur khusus yang berbeda dari
pembuatan undang-undang biasa. Langkah ini menegaskan
pentingnya kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip
yang tertuang dalam konstitusi. Proses perubahan konstitusi
yang lebih ketat memberikan perlindungan ekstra terhadap hak-
hak dasar dan prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh

konstitusi.3°

)id., him. 370.
id.,
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Dengan adanya prosedur perubahan konstitusi yang khusus,
undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat
dianggap tidak sah dan dinyatakan inkonstitusional. Hal ini
mengakibatkan konsekuensi hukum vyang berlaku, seperti
ketidakberlakuan atau pembatalan undang-undang tersebut.
Proses ini mencerminkan prinsip supremasi konstitusi, di mana
konstitusi menduduki posisi tertinggi dalam hierarki perundang-
undangan dan menjadi landasan hukum bagi semua peraturan
lainnya.

e. Larangan-larangan konstitusi

Dalam negara demokrasi modern, larangan-larangan
konstitusi ditujukan kepada organ eksekutif dan yudikatif yang
berakibat pada suatu kompetensi yang diberikan, dan juga
larangan-larangan tersebut diberikan untuk membuat lebih sulit
perluasan kompetensinya berkaitan dengan tindakan-tindakan
tertentu. Larangan- larangan konstitusi hanya memiliki akibat jika
larangan tersebut ditujukan pada organ legislatif dan konstitusi
tersebut bersifat kaku, bukan konstitusi yang fleksibel. Larangan
tersebut diungkapkan dalam bentuk pernyataan bahwa
gangguan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dari
individu adalah dilarang kecuali ditetapkan oleh hukum.3¢

f.  Undang-Undang hak

did., him. 374.
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Kebebasan atau hak warga negara merupakan bagian khas
dari konstitusi-konstitusi modern. Hal ini dapat terlihat pada
amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang
memberikan hak kepada individu hanya jika individu tersebut
mempunyai kemungkinan untuk memperkarakan Tindakan
inkonstitusional organ-organ kekuasaan negara, terutama jika
individu dapat menggerakkan prosedur yang berakibat pada
pembatalan tindakan yang tidak konstitusional.®’

g. Jaminan-jaminan konstitusi

Hukum positif memiliki dua metode untuk memastikan
kesesuaian antara norma yang tingkatannya rendah dan norma
yang tingkatannya tinggi. Pertama, melalui suatu prosedur untuk
menguji konsistensi norma yang tingkatannya rendah dan norma
yang tingkatannya tinggi, serta untuk menghilangkan norma
yang tidak sejalan antara norma yang lebih rendah dan norma
yang lebih tinggi. Kedua, dengan menetapkan tanggung jawab
atas sanksi pribadi kepada organ yang membuat norma yang

bertentangan dengan hukum.38

)id., him. 375.
)id., him. 376-377.
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B. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Lahirnya MK di berbagai negara diakibatkan oleh konsep dasar
yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan
modern yang didasarkan pada konstitusionalisme, demokrasi, negara
hukum, check and balances, jaminan HAM, peradilan yang bebas dan
tidak memihak, serta pengalaman politik masing-masing negara.
Kehadiran MK dianggap penting untuk menegakkan prinsip-prinsip
tersebut.3°

Setelah  UUD NRI 1945 mengalami perubahan atau
amandemen, terjadi transformasi mendasar dalam mewujudkan
negara yang menganut sistem yang lebih demokratis dan berpatokan
pada hukum dalam penyelenggaraannya. Perbaikan ini tercermin
dalam pembentukan lembaga baru yang bertujuan menyesuaikan diri
dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan bangsa.
Penataan kewenangan lembaga-lembaga negara yang sudah ada
dan pendirian lembaga negara baru merupakan bagian dari upaya
untuk mengokohkan status Indonesia sebagai negara.demokrasi

konstitusional.*°

39 Qusi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran
igka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M. CL., Bandung: Pusat Studi
Negara Universitas Padjajaran, him. 628, Lihat juga Mohammad Mahrus Ali,
sir Konstitusi Menguiji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma, Depok: Rajawali
66.
saldi Isra, 2020, Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika
onal, Depok: Rajawali Pers, him. 305.
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Agar dapat menilai dengan objektif dan independen apakah
suatu tindakan negara atau lembaga negara melanggar konstitusi
atau hukum, diperlukan keberadaan sebuah lembaga peradilan yang
dijamin oleh konstitusi. Dengan pemahaman tersebut, perubahan
pada UUD NRI 1945 memperkenalkan MK sebagai lembaga peradilan
yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap
konstitusi, demi memastikan kelangsungan sistem konstitusional yang
berdasarkan pada UUD NRI 1945.4

Sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, gagasan
pendirian MK di Indonesia muncul dan menguat selama era reformasi,
ketika terjadi perubahan pada UUD NRI 1945. Meskipun demikian,
konsep judicial review sebenarnya sudah ada sejak pembahasan
UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Prof. Muhammad Yamin,
salah satu anggota BPUPKI, pada saat itu mengusulkan agar "Balai
Agung” (Mahkamah  Agung) diberi kewenangan  untuk
membandingkan undang-undang. Meskipun demikian, Prof. Soepomo
menolak usulan tersebut karena pada waktu itu UUD yang sedang
disusun tidak menganut paham trias politika, dan situasinya belum
mendukung dengan banyaknya sarjana hukum dan kurangnya

pengalaman dalam judicial review.*?

lohammad Mahrus Ali, Op.Cit., him. 67.
Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara
h Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, him. 5.
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etelah perubahan ketiga dalam UUD 1945 disahkan, MPR
menetapkan bahwa MA akan sementara menjalankan peran MK,
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945 hasil
perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian merancang
undang-undang tentang MK, yang kemudian disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.*?

Pada 15 Oktober 2003, dilakukan penunjukan hakim konstitusi
untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M
Tahun 2003, yang diikuti dengan pengucapan sumpah jabatan hakim
konstitusi di Istana Negara pada 16 Oktober 2003. Sejak saat itu, MK
mulai berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sesuai
dengan UUD 1945. Pelimpahan perkara dari MA ke MK pada 15
Oktober 2003 menjadi tanda dimulainya kegiatan MK sebagai
lembaga penegak hukum yang memiliki peran dalam menjaga

konstitusi.**

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi di Indonesia dianggap sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman yang memiliki kemandirian  untuk

melaksanakan peradilan guna memastikan penerapan hukum dan

ajlurrahman Jurdi, 2019, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana him.

id.,
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keadilan. Fungsinya utamanya adalah untuk menjamin bahwa
konstitusi, sebagai hukum tertinggi, dapat ditegakkan, sehingga MK
sering disebut sebagai penjaga konstitusi atau "the guardian of the
constitution.” Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, MK
berperan sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi
yudisial, khususnya dalam menangani perkara ketatanegaraan.*®

Keberadaan MK diartikan sebagai penjaga konstitusi yang
menguatkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD NRI 1945.
Dengan demikian, MK diberikan wewenang yang terbatas sebagai
bentuk penghormatan terhadap konstitusionalisme. Batasan-batasan
kewenangan yang diberikan kepada MK menjadi bagian integral dari
sistem perimbangan kekuasaan antar lembaga negara (checks and
balances).4®

Kedudukan strategis MK terletak pada kewenangannya yang
langsung terkait dengan pihak-pihak yang memegang kekuasaan dan
pihak yang berupaya memperoleh kekuasaan tersebut. Hal ini
memberikan MK peran sentral dalam memastikan keseimbangan dan
kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  konstitusional  dalam

pemerintahan.*’

4 Nanang Sri Darmadi, 2011, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
item Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 26 Nomor 2,
s Islam Sultan Agung, Semarang, him. 677-678.
id.
irto Silaban dan Kosariza, 2021, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem
|Jaraan Republik Indonesia, Journal of Constitutional Law, Volume 1 Nomor 1,
{iukum Universitas Jambi, Jambi, him. 64.
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3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C UUD NRI 1945 menegaskan tugas dan wewenang
MK, yang mencakup kewenangan untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Wewenang
tersebut melibatkan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar (UUD), penyelesaian sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD, pembubaran
partai politik, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.
Selain itu, MK memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD.*®

Wewenang-wewenang ini menggambarkan peran MK sebagai
pengawal konstitusi atau "the guardian of the constitution.”" Dengan
mengemban empat wewenang dan satu kewajiban, MK juga berfungsi
sebagai penafsir tunggal konstitusi atau "the sole interpreter of the
constitution." Selain itu, MK berperan sebagai pengawal demokrasi,
pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung hak asasi
manusia.*®

Khususnya dalam konteks pengujian undang-undang,
wewenang ini memberikan kesimpulan bahwa undang-undang yang

dibentuk oleh legislator tetap dapat dipersoalkan. Masyarakat yang

i'matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, him.

)id., him. 216.
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merasa hak konstitusionalnya terganggu dapat mempertanyakan
undang-undang tersebut jika dianggap melanggar norma hukum yang
lebih tinggi, seperti pasal-pasal UUD NRI 1945. Dengan demikian, MK
berperan sebagai mekanisme kontrol yang penting untuk memastikan

keselarasan undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi.>°

C. Pengujian Undang-Undang atau Judicial Review

1. Pengertian

Konsep negara hukum menolak penindasan terhadap demokrasi
yang mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
negara. Sebaliknya, pendekatan ini memberi kesempatan bagi
masyarakat untuk mengekspresikan potensi, hak, dan kewajibannya,
baik secara individu maupun kolektif, dengan mematuhi mekanisme
yang diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, untuk mencegah regulasi
yang dikeluarkan menjadi menyimpang atau bertentangan dengan
norma-norma hierarkis lainnya, penting untuk memberikan hak
tertentu kepada masyarakat, baik secara individu maupun kolektif,
untuk mengawasi regulasi tersebut melalui jalur hukum.%* Hak ini
kemudian memungkinkan masyarakat untuk menguji regulasi tersebut
melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum. Setiap

perbedaan dan konflik antara prinsip-prinsip hukum dalam suatu

aufiqurrohman Syahuri, 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta:
him. 112.
lohammad Mabhrus Ali, Op.Cit., him. 12.
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sistem hukum pada dasarnya harus diselesaikan dan diresmikan oleh
lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan apa
yang menjadi hukum positif dalam suatu negara.>?

Ketika membahas judicial review, tidak dapat dipisahkan dari
sejarah sistem peradilan di Amerika Serikat, yang awalnya tidak
mengakui konsep tersebut. Gugatan judicial review pertama Kkali
diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat terjadi pada tahun
1796 dalam kasus Hylton vs. Amerika Serikat. Kasus ini melibatkan
pertanyaan konstitusionalitas terhadap tindakan Kongres, yaitu UU
Carriage 1794 yang mengenakan "pajak kereta". Mahkamah Agung
Amerika Serikat pada akhirnya memutuskan bahwa pajak kereta
tersebut sesuai dengan konstitusi.>?

Dalam kasus pengujian pajak kereta, Meskipun Mahkamah
Agung Amerika Serikat menolak gugatan tersebut, namun secara
tidak langsung terlibat dalam proses judicial review. Hal ini karena
Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat mempertimbangkan
konstitusionalitas pajak yang diatur dalam UU Carriage 1794. Jika
dilihat dari kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat,
sebenarnya kewenangan untuk melakukan judicial review tidak secara

eksplisit dimiliki.>*

)id., him. 44.

‘holidin Nasir, 2020, Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia,
kum Progresif, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
J, him. 69.

id.,
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Pada kasus Marbury vs. Madison pada masa kepemimpinan
John Marshall pada tahun 1803, Mahkamah Agung Amerika Serikat
secara resmi menetapkan konsep judicial review. Meskipun gugatan
yang diajukan bukan terkait undang-undang, melainkan berupa writ of
mandamus yang meminta pengadilan untuk memerintahkan pejabat
publik untuk melaksanakan kewajiban resmi, khususnya
memerintahkan James Madison untuk menyerahkan surat
pengangkatan William Marbury sebagai hakim. Meskipun gugatan
tersebut tidak berhasil, Mahkamah Agung Amerika Serikat
memutuskan untuk membatalkan ayat (3) The Judiciary Act of 1789
yang dibuat oleh kongres. Alasan pembatalan ini adalah karena ayat
(3) tersebut dianggap bertentangan dengan Konstitusi, karena
memberikan yurisdiksi awal kepada Mahkamah Agung melebihi yang
ditentukan dalam Artikel 11l Konstitusi.>®

Pengujian undang-undang dalam satu peradilan dimulai dengan
sebuah permohonan dan berakhir dengan satu putusan. Putusan ini
merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi mengenai perselisihan
penafsiran suatu norma atau prinsip yang terdapat dalam UUD NRI
1945, yang diimplementasikan melalui ketentuan undang-undang
untuk mencapai tujuan bernegara yang diperintahkan oleh konstitusi.
Apabila suatu permohonan pengujian dikabulkan, amar putusan akan

nyatakan bahwa suatu pasal, ayat, atau bahkan seluruh undang-

id.,
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undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagai
konsekuensinya, undang-undang, pasal, ayat, atau bagian yang diuji
kehilangan kekuatan hukum mengikatnya.5®

Dalam teori pengujian, ada perbedaan antara pengujian materiil
dan pengujian formil. Perbedaan ini biasanya berkaitan dengan
konsep antara undang-undang dalam arti materiil (wet in materiile zin)
dan undang-undang dalam arti formal (wet in formeele zin). Pengujian
terhadap substansi atau muatan suatu undang-undang disebut
pengujian materiil, sedangkan pengujian terhadap proses

pembentukannya disebut pengujian formil.5’

2. Model Judicial Review di Berbagai Negara
a. Model Austria
Pengujian Konstitusional Model Eropa, yang didasarkan
pada teori struktur hirarkis tatanan hukum, dikenal dengan
sistem sentralisasi.®® Model ini memiliki dua ciri utama. Pertama,
kewenangan terpusat pada satu lembaga khusus. Kedua,

pengujian dapat dilakukan tanpa keberadaan kasus spesifik,

56 Maruarar Siahaan, 2009, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum
Konstitusi, Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam
ndonacia Yogyakarta, him. 358.
mly Asshiddigie, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Yarsif
1e, him. 57.
utrida Sihombing, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, 2021, Makna Kerugian
Sebagai Kualifikasi Legal Standing: Analisis Pengujian Undang-Undang Pemilu,
1la Mulia Hukum, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
him. 5.
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melainkan hanya dengan argumentasi teoritis atau secara
abstrak.>°

Model ini membahas hubungan antara supremasi
Konstitusi dan supremasi parlemen. Mahkamah Konstitusi
melakukan pengujian atas norma-norma yang bersifat abstrak
dan memungkinkan juga pengujian atas norma-norma konkret.
Pengujian biasanya dilakukan setelah keputusan telah dibuat,
meskipun ada kemungkinan untuk melakukan pengujian

sebelumnya.®?

b. Model Amerika Serikat

Sistem pengujian desentralisasi sering disebut sebagai
"American System of Control”, di mana setiap pengadilan di
semua tingkatan memiliki kewenangan untuk menguiji
konstitusionalitas suatu norma sebagai akibat langsung dari
pemahaman bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi.
Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional menjadi

pendekatan utama di Amerika dalam pengujian.®*

%9 Putrida, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, Ibid.

80 Jimly Asshiddigie, 2005, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai
Neoara Tgkarta: Konstitusi Press, him. 109. Lihat juga Eka NAM Sihombing dan Cynthia
)22, Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah
Antara Indonesia Dan Beberapa Negara Di Dunia (Pasca Lahirnya Undang-
omor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
03 tentang Mahkamah Konstitusi), Jurnal Mahadi: Indonesia Journal of Law,
Nomor 1, him. 17.
utrida Sihombing, Lailani Sungkar, dan Susi Dwi Harijanti, Loc.Cit.
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Di Amerika Serikat, judicial review mengikuti model
desentralisasi di mana semua pengadilan di setiap tingkat
memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review. Menurut
| Dewa Gede Palguna, judicial review di Amerika Serikat tidak
terpisah dari proses persidangan biasa. Sebaliknya, ia terjadi
bersamaan dengan pemeriksaan kasus. Ini berarti bahwa
pengujian konstitusional merupakan bagian dari proses litigasi di
pengadilan. Jika hakim menemukan bahwa suatu undang-
undang  bertentangan  dengan  konstitusi, pengujian
konstitusional dilakukan bersamaan dengan proses litigasi.5?

Judicial review di Amerika Serikat tidak dimulai tanpa
adanya kasus persidangan biasa terlebih dahulu. la berasal dari
kasus-kasus konkret yang diajukan di pengadilan. Oleh karena
itu, objek judicial review di Amerika Serikat tidak hanya terbatas
pada undang-undang federal, tetapi juga mencakup berbagai
peraturan, tindakan administratif, undang-undang negara
bagian, dan bahkan konstitusi negara bagian. Semua hal
tersebut dapat diuji jika dianggap bertentangan dengan

Konstitusi Federal sebagai Hukum Tertinggi.®3

Dewa Palguna, 2013, Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional)
Ikum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta:
fika, Lihatjuga Cholidin Nasir, Op.Cit. him. 70.

)id., him. 70-71.
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c. Model Perancis

Sejak tahun 1958, Perancis membentuk Conseil
Constitutionnel (Dewan Konstitusi) berdasarkan Konstitusi
Republik Kelima. Dewan ini didirikan untuk melengkapi lembaga
peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi, yaitu Conseil
d'Etat. Meskipun sering diidentifikasi sebagai mahkamah
konstitusi, Dewan Konstitusi memiliki perbedaan signifikan
dengan model mahkamah konstitusi yang umumnya ada di
banyak negara. Perbedaan tersebut terletak pada karakter
Dewan Konstitusi yang bukanlah lembaga yudisial, melainkan
lebih tepat disebut sebagai lembaga kuasi-yudisial, serupa
dengan model The Constitutional Law Committee of Parliament
di Finlandia. Pemilihan model kuasi-yudisial ini disebabkan oleh
penolakan awal terhadap gagasan pengujian konstitusionalitas
undang-undang oleh hakim. Ketika akhirnya gagasan tersebut
diterima, Perancis mencoba merumuskan modelnya sendiri, dan
oleh karena itu, model yang diterapkan adalah dalam bentuk
dewan, bukan lembaga yudisial seperti mahkamah konstitusi

pada umumnya.®

\hmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi
onal sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif), Jakarta: Pradnya
him. 228-237. Lihat juga Victor Imanuel W. Nalle, 2013, Konstruksi Model
Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia, Jurnal Konstitusi,
) Nomor 3, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 453.
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d. Model Jerman

Di negara Jerman sistem judicial review dikenal dua bentuk
pengujian, yaitu abstract norm review (pengujian norma abstrak)
dan concrete norm review (pengujian norma konkret). Kedua
jenis penguijian ini termasuk kategori kerangka posteriori review,
yang berarti pengujian undang-undang dilakukan setelah
undang-undang tersebut diundangkan. Dalam pengujian norma
abstrak, pengujian hanya dapat diajukan oleh organ-organ
negara tertentu, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Federal
Jerman (Bundesverfassungsgericht).

Sementara itu, individu atau perorangan dapat mengakses
mekanisme pengujian konstitusional berupa mekanisme
pengujian norma konkret. Namun demikian, untuk mengajukan
pengujian konstitusional tersebut, individu harus melibatkan
hakim pengadilan (judicial referral of constitutional question). Ini
memastikan bahwa pengujian konstitusional dalam kasus
konkret melibatkan keputusan hakim yang mengacu pada norma
konstitusional Jerman.®®

Di Jerman, individu atau perseorangan memiliki hak untuk
mengajukan mekanisme pengujian konstitusional yang disebut
sebagai constitutional complaint atau verfassungsbeschwerde.

Dalam mekanisme ini, individu yang merasa bahwa hak-hak

‘holidin Nasir, Op.Cit., him. 71.
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konstitusionalnya telah dilanggar oleh tindakan pejabat atau
badan publik dapat mengajukan keluhan konstitusional langsung
ke Bundesverfassungsgericht. Sementara itu, dalam pengujian
norma abstrak, yang diajukan oleh pihak-pihak (organ negara),
terdapat tiga entitas yang memiliki hak untuk mengajukan:

1. Pemerintah Federal (Bundesregierung).

2. Pemerintah Negara Bagian (Landesregierung).

3. 1/4 anggota parlemen federal (Bundestag).®
Ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengujian norma abstrak
di Jerman, hanya pihak-pihak tertentu, yaitu organ-organ negara
yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan

tersebut.

D. Legal Standing
1. Pengertian
Dalam berperkara di MK, perkara yang diajukan disebut dengan
permohonan, bukan gugatan seperti pada perkara perdata maupun
tata usaha negara. Subjek hukum yang mengajukan gugatan atau
permohonan tidak disebut sebagai penggugat, melainkan sebagai
pemohon. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengajukan
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permohonan dalam perkara konstitusi kepada MK.®” Pemenuhan
syarat-syarat ini, yang mungkin mencakup persyaratan tertentu
seperti memiliki kepentingan langsung atau terdampak secara
langsung oleh undang-undang yang dipertanyakan, akan menentukan
legal standing dari pemohon tersebut. Dengan memenuhi persyaratan
tersebut, pemohon diberikan hak untuk mengajukan permohonan
konstitusi dan berpartisipasi dalam proses hukum di Mahkamah
Konstitusi.

Legal standing adalah konsep yang digunakan untuk
menentukan apakah seorang pemohon memiliki kepentingan
langsung atau terdampak secara langsung oleh suatu permasalahan
hukum sehingga dia memenuhi syarat untuk mengajukan suatu
perselisihan ke pengadilan.®®8 Dengan adanya legal standing,
pengadilan dapat memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki
kepentingan langsung atau terdampak secara langsung oleh suatu
peristiwa atau undang-undang yang dipertanyakan yang berhak untuk
mengajukan gugatan. Ini bertujuan untuk mencegah gugatan yang
digjukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan nyata
dalam suatu permasalahan dan untuk memastikan bahwa
perselisihan yang diajukan ke pengadilan relevan dan berkaitan

dengan pihak yang terlibat secara langsung. Hal ini membawa

)id., him. 67.
jie Ramdan, 2014, Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi,
1stitusi, Volume 11 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, him. 738-739.
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konsekuensi logis bahwa pemenuhan legal standing menjadi hal
mendasar yang harus dipenuhi dalam pengujian undang-undang.
Harjono, sebagaimana dikutip oleh Maruarar Siahaan dalam
buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
memberikan pengertian bahwa:
“‘legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu
pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu
mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian
perselisihnan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah
Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan
menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”6°

Dengan demikian, memiliki legal standing adalah prasyarat penting
untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan di MK.
Mekanisme ini umumnya diterapkan dalam sistem hukum untuk
memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki keterlibatan

nyata yang dapat mengajukan perselisihan ke pengadilan.

2. Syarat-Syarat

Dalam mengajukan pengujian undang-undang, pemohon
diharuskan membuktikan bahwa pemohon memiliki legal standing
agar permohonan yang diajukan dapat ditindaklanjuti oleh MK.
Persyaratan legal standing, secara sederhana, mencakup syarat

formal dan syarat materiil.

did., him. 740.
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a. Syarat Formal

Syarat formal merujuk pada persyaratan formal atau teknis
yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini bisa mencakup hal-
hal seperti pemenuhan prosedur hukum, penggunaan saluran
hukum yang benar, atau ketentuan waktu pengajuan gugatan.
b. Syarat Materiil

Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan substansi,
yaitu apakah pemohon dapat membuktikan bahwa mereka
mengalami kerugian hak atau kewenangan konstitusional
sebagai hasil dari berlakunya undang-undang atau tindakan
yang sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain,
pemohon harus tidak hanya memenuhi persyaratan formal,
tetapi juga dapat menunjukkan secara konkret bagaimana
mereka secara langsung terdampak atau mengalami kerugian
akibat undang-undang atau tindakan yang sedang diuji. Ini
bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang
benar-benar memiliki kepentingan yang signifikan yang dapat
mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU MK dijelaskan bahwa:

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang;
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c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

“2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”"°

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon yang
ingin mengajukan pengujian undang-undang adalah:

1. Adanya legal standing: Pemohon harus termasuk dari empat

kategori subjek hukum yang telah ditentukan.

. Adanya hak atau kewenangan: Subjek hukum yang

dimaksud harus memiliki hak-hak atau kewenangan-

kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

. Pelanggaran hak atau kewenangan konstitusional: Hak atau

kewenangan konstitusional yang bersangkutan harus benar-
benar dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-

undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan.

. Hubungan sebab-akibat (Causal Verband): Adanya atau

timbulnya kerugian harus terbukti memiliki hubungan sebab-
akibat atau hubungan kausal dengan berlakunya undang-

undang yang dimaksud.

. Dapat dipulihkan kembali: Apabila permohonan dikabulkan,

kerugian konstitusional yang bersangkutan harus dapat

asal 51 ayat (1) dan (2) UU MK.
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dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang
yang dimaksud.”*

Syarat kerugian konstitusional bersifat kumulatif.  Ini
mengimplikasikan bahwa pemohon harus memenuhi seluruh kelima
syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika salah satu dari kelima
syarat tersebut tidak terpenuhi, MK dapat menyatakan bahwa
permohonan pemohon tidak dapat diterima. Jika pemohon berhasil
membuktikan semua kelima syarat ini, maka mereka dapat dianggap
memiliki legal standing yang memadai untuk tampil sebagai pemohon

yang sah dalam perkara pengujian undang-undang di MK."?

imly Asshidiqgie, Op.Cit., him. 68
)id., him. 70.
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